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PROVINSI BENGKULU 

PERAT URAN BUPATI REJANG LEB0NG 
N0M0 R '5"i TAHUN 2019 

TENTANO 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANO LEBONG NOMOR 35 
TAHUN 2016 TENTANG PENOMORAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 

RODA 4 (EMPAT) PEJABAT S!PIL DI KABUPATEN REJANO LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANO LEBONG, 

a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomor 
kendaraan dinas operasional Kepala Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong serta dalam rangka tertib 
administrasi pengelolaan barang milik daerah 
Kabupalen Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati 
Rejang Le bong Nomor 35 Tahun 2016 ten tang Penomoran 
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pejabat 
Sip il di Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada hurur a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang 
Lebong Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penomoran 
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pejabat 
Sipil di Kabupaten Rejang Lebong . 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 ten tang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahon 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

.. T- ,1 -~,:-.,~ 
\ . . --.-. - 7 
l "· ·- __ . - -
I _j ~ I • I 



Menetapkan 

4. Peraturan Pemerin tah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkul u 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 

5533); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 18 tentang Perubahan 
Acas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 temang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
l 57); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

8. Peraturan Men teri Dal am Negeri Nomor 1 08 Tah un 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2083); 

9. Peraturan Oaerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong sebagalmana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan At.as Pcraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupalen Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tabun 2018 Nomor 133); 

l 0. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Rejang Lcbong Tahun 2018 Nomor 134). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN SlJPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 35 TAHUN 
2016 TENTANG PENOMORAN KENDARAAN OINAS 
OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) PEJABAT SIPIL DI 
KABUPATEN REJANG LEBONG 

Pasal 1 

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2016 
~~n~:~~ Penomoran Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (ernpat) Pejabat Sipil 

20 16 
N paten ReJan~ Le bong (Serita Daerah Kabupaten Rejang Le bong Talnm 

S 
. ?":'0 r 380), dmbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

upau mi. 
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Pasa.111 

Perat uran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal 'l..l OPI.~ 2019 

BUPATI REJANG LEBONG, 

Diundangkan di Curup 
Pad a tanggal '1, I '()~Q/.M}ov- 2019 

H. R. A. DENNI 
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33, 
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39. 

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONO 
NOMOR 5'/ TAHUN 2019 
TANOOAL 1.1 1)...,-,mbtr 2019 

PENOMORAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) 
PEJABAT SIPIL DI KABUPATEN REJANG LEBONG 

JABATAN P&KGG-UNA KE!fDARAAif 
NOMOR KETERANOAN KEIIDARMJI 

2 3 4 

BUPATI RE.JANG LEBONG BD I K 

WAKIL BUPATI REJANO LE80NG BO 2 I( 

KETUA DPRD KABUPATEN RE.JANG LEBONG BD 3 K 

KEPALA h.1lJAKSMN NEGERI KABUPATEN RF.JANG LEBONG BD 4 I( 

K&TUA PENGADILAN AGAMA CURUl' BD 4 KY 

KE'TUA PENGAOIJ.AN NEGERI KABUPATEN RE.JANG LEBONG BD 5 K 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONO BD 6 K 

WAKIL KE'TUA DPRO KABUPATEN RB.JANG LBBONG BD 7 K 

WA.KIL KETUA OPRD KABUPATEN RE.JANG LEOONG SD 8 I( 

8D 9 K CADANGAN 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJA~TERMN RM'YAT BD 10 K 

ASISTEN PEREKONOMJAN DAN PEMBANGUNAN BO II K 

ASJSTEN ADMINISTRASI UMUM BO 12 I( 

STAF AHLI BUPATI BIDANG PEM~RJNTAHAN, HUKUM DAN POlJTJJ( BO 13 K 

STAF AHLI DUPATI BIDANG PER&KONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN BO 14 K 

KEUANGAN 

STAF AHLI BUPA11 BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA BO 15 I( 

MANUSIA 

SEKRETARIS OPRO KABUPATEN REJANC LEBONG BO 16 K 

INSPEh'TORA'r KABUPATEN REJANG L680NO BD 17 K 

KEPALA DINAS PENDIOJKAN DAN KEDUDAYMN KABUPATEN BO 18 K 

REJANG LEBONG 

KEPALA OINAS PEKERJAAN UMUM OAN PENATAAN RUANG, 
PERUMAHAN OAN KAW/\SAN PEMUKIMAN 

BO 19 K 

"-'EPAL/\ D INAS KES&HATAN KABUl'ATEN REJANG LEBONU BD 20 K 

KEPALA D INA$ KEPENOUOUKAN OAN PENCATATAN SIPIL tlD 21 K 

KEPAIA DIN/IS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BO 22 K 

KEPALA OINAS K&TAHANAN PANGAN DD 23 K 

KEPALA D INJIS PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN PeRIJNDUNGAN BD 24 K 

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KEPA!.A OIN/\S LIJ'/GKUNOAN H!DUP BO 25 K 

KEPALA OINAS PEMBEROAYMN MASYARAKAT DAN OESA BO 26 K 

K£PALA DINAS PERHUBUNGAN 
BO 27 K 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BO 28 K 

KEPALA DINA$ PENANAMAN MODAL DAN PF,LAYANANTBRPAOU 8D 29 K 

SATU PINf\J 

KEPALA OINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN BD 30 K 

K£PI\LA DINAS PARlWJSATA BO 31 K 

KEPALA OJNAS PBROACANOAN, KOPER/\SI, USAHA KECIL DAN 80 32 K 

MENENGAI I, DAN PERJNDUSTRIAN 

KEPALA OINAS PEMADAM KEBAJ<ARAN BO 33 K 

KEPALA SATUAN POLIS! PAMONG PR;\JA BO 34 K 

KEPALA BADAN PEREIICANMN PEMBANOUNAN D AERAJ-l BO 35 K 

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANOAN OAERAH DD 36 K 

KEPALA .OADAN K!PEGAWAIAN DAN PENGEMllANGAN su~mER BO 37 K 

OAYA M/\NUSIA 

KEPALA SADAN KESATIJAN BANCSA DAN POLrrlK DD 38 K - - -
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40. )(£PALA BADAN PENANGOUI.ANOAN BENCANA DAERAII 

41. KEPALA KAI/TOR KEMENTERIAN AGAM,I 

42. KEPALA KANTOR STATISTIK 

43. KEPALA LEMBAOA PEMASYARAKATAN CURUP 

44. KEPALA 8ADAN P&RTANAJIAN NASIONAL 

45. KEPALA KANTOR PERB£NDAHARMN DAN KAS NEGARA 

46. KEPALA KANTOR PELAYAIIAN PAJAK PRATAMA CURUP 

47. KETUA STAIN CURUP 

48. KETUA KOMIS! P£ MILIIIAN UMUM 

49. SEKRETARIS KOMIS! PEMILll lAN UMUM 

so. KEPALA DINA$ PEMUDA DAN OLAHR.AGA 

51. KEPALA DINAS SOSIAL 

52. KEPAL~ DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSJP DAeRAfl 

53. KEPALA B.~GIAN ADMINISTRASI HUKUM 

54. KEPAJ.A BACIAN ADMJNISTRASI PERE:KONOMIAN 

55. KEPALA 8AGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNM/ 

56. KEPAL,\ BAOIAN ADMINISl'RASI PENGADMN BARANG DAN JASA 

57. KEPALA BAGIAN AU~UNISTRASI UMUM 

58. KEPALA BAGIAI! ADMINISTJUISI IIUM.AS DAN PROTOKOL 

59. KtPALA BAOIAN ADMIN1STRASI ORGANISASI 

60. KEPAI..A BAOIAN ADMINIST'RASI KEUA.NGAN 

61. KEPALA BAGIMi ADMINISTR,\$I PF,Ml£RINTAHAN 

62. KEPAJ.A BAGIAN AOMINJSTRASI KESE:JAJffERMN RAKYAT 

63. CAMAT CVR\Jf' 
64. CAMAT CUR UP TIMUR 

65. CA~t,T CURUP SELATAN 

66. CAMAT CURUP UT'ARA 

67. CMtAT CURUP'TENOAH 

68. CAMAT BERJIIANI UW 

69. CAf.tAT BERMANI ULU RAYA 

70. CAMAT SEI.UPU REJANO 

71. CAMAT SINOANC KELII/GI 

72. CA.MAT SlNDANG DAT ARAN 

73. CAMAT SINDANO BEIJT! UUJ 

74. CAMAT SINDANO BELm ILIR 

75. CAMAT BJNDURIANC 

76. CAMAT PADANG ULAK TANOING 

77. CAJ.1.AT KOTA PADANG 

78. 

79. 

80. 
8 1. 
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BD 3') I( 

LIU 4<1 I( 

Ill) 41 K 

DJ) 42 K 
UD •3 K 

IJ0 44 K 

BO 45 K 

BO 46 K 

BO 47 K 

BIJ 46 K 

llD 49 K 

UD 50 K 

BD SI K 
BD 52 K 

I.ID 5'1 K 

BD 54 K 

BO 55 K 

AO 56 I( 

BO 57 K 

BO 58 K 

BO 59 K 

BO r,o K 

BO 61 K 

BO 62 K 

80 C,3 K 

BO 6,1 K 

BO 65 K 

BO 66 K 

BO 67 J( 

BD 68 I( 

BD 69 K 

BD 70 K 

BO 71 K 

BD 72 K 

BO 73 K 
BO 74 K 

BO 7S K 
DD 76 K 
DD 77 K C/\llANGAN 

BO 78 K CADANGAN 

80 79 K CADANGAN 

BD 80 K CADANGAN 

80 81 K CADANGAN 

H.AHM HIJAZI 


